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       ABSTRAK 

Fatimatus sa’diya 2025. Efektivitas penerapan E-court perka cerai gugatma 

Balikpapan ). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas 

Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing I : Drs. H. Ach. 

Faisol, M.Ag.  Pembimbing II: Dr. Shofiatul Jannah, M,HI 

Kata Kunci :  Efektivitas, E- court, Cerai gugat 

Perkembangan teknologi informasi mendorong Mahkamah Agung untuk 

melakukan inovasi melalui penerapan sistem peradilan elektronik (e-Court) 

sebagai bentuk modernisasi administrasi perkara dan persidangan di pengadilan. 

Salah satu pengadilan yang telah menerapkan sistem ini adalah Pengadilan Agama 

Balikpapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 

sistem e-Court dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Balikpapan serta 

menilai sejauh mana efektivitas sistem tersebut dalam mencapai asas peradilan 

yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam 

PERMA No. 7 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui 

wawancara dengan hakim dan panitera, serta dokumentasi dan studi kepustakaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Court di Pengadilan Agama 

Balikpapan cukup efektif dalam memberikan kemudahan administrasi, 

mempercepat proses penyelesaian perkara, dan menghemat biaya. Namun 

demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan pemahaman teknis 

pengguna, kendala jaringan internet, serta kesalahan pengunggahan berkas yang 

berdampak pada keterlambatan proses perkara.Dengan demikian, meskipun 

penerapan e-Court sudah berjalan cukup baik dan memberikan banyak manfaat, 

diperlukan peningkatan sosialisasi dan pelatihan kepada pengguna, serta 

perbaikan infrastruktur digital agar sistem ini dapat berjalan lebih optimal dan 

efektif. 
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A. Konteks Penelitian 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Pe~radilan me~rupakan le~mbaga prose~s atau upaya yang dite~mpuh 

dalam rangka me~ncari ke~adilan masyarkat untuk me~nye~le~nggarakan 

prose~s pe~nye~le~saian pe~rkara yang dilakukan be~rdasarkan pe~raturan 

pe~rundang- undangan yang be~rlaku atas nama hukum de~mi te~gaknya 

hukum dan ke~adilan. Dalam konte~ks pe~me~rintahan suatu  ne~gara, apabila 

kita me~rujuk pada te~ori pe~mbagian ke~kuasaan, dike~nal istilah trias 

politika, yang me~mbagi ke~kuasaan ne~gara ke~ dalam tiga cabang 

utamale~gislatif, e~kse~kutif, dan yudikatif. Dalam hal ini, ke~we~nangan 

yudikatif  be~rtanggung jawab untuk me~njalankan fungsi pe~ngawasan dan 

me~laksanakan prose~s pe~radilan guna me~mastikan bahwa hukum 

dite~rapkan de~ngan adil. (Ahmad Asif Sardaril 2019) 

Jika dije~laskan de~ngan le~bih spe~sifik, ke~we~nangan yudikatif 

se~bagai bagian dari pe~mbagian ke~kuasaan Ne~gara dipe~gang ole~h le~mbaga 

pe~radilan yang be~rada di bawah Mahkamah agung yang me~miliki tugas 

untuk me~ngawasi dan me~mastikan bahwa se~luruh prose~s pe~radilan yang 

be~rlangsung diindone~sia se~suai de~ngan hukum yang be~rlaku dan me~ncapai 

ke~adilan se~cara le~bih lanjut, se~bagai le~mbaga yang me~nye~le~nggarakan 

prose~s pe~radilan me~miliki ke~wajiban untuk me~me~riksa, me~ngadili, dan 

me~mutuskan pe~rkara se~suai de~ngan pe~raturan hukum yang be~rlaku. 

(Naibaho and Hasibuan 2021) 
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Pe~ngadilan juga me~miliki pe~ran dalam me~ngatasi be~rbagai 

ke~ndala, untuk me~mastikan bahwa prose ~s pe~radilan dapat 

dilaksankan se~cara se~de~rhana, ce~pat, dan de~ngan biaya yang 

te~rjangkau, se~suai de~ngan yangdi atur dalam undang-undang 

nomor 48 tahun 2009 te~ntang ke~kuasaan hukum. (Ahmad Asif 

Sardaril 2019) Pe~ngadilan di dirikan untuk me~mastikan bahwa 

ke~adilanada dimasyarakat, se~bagaiupaya nyata untuk me~ne~gakkan 

ke~adilan, le~mbaga ini be~rtanggung jawab untuk me~ne~rapkan 

hukum se~suai de~ngan pe~raturan yang be~rlaku, untuk me~njaga 

ke~te~rtiban dalam masyarakat. Pe~ngadilan dan pe~raturannya sangat 

pe~nting. Pe~ngadilan juga be~rfungsi untuk me~lindungi ke~pe~ntingan 

umum de~ngan me~mastikan hukum dite~rapkan se~cara adil dan 

me~nce~gah pe~nyalahgunaan ke~kuasaan untuk me~nce~gah tindakan 

otorite~r, pe~ngadilan ole~h kare~na itu me~mainkan pe~ran pe~nting 

dalam me~wujudkan masyarakat yang aman dan te~ratur. (Indone~sia 

2019) 

Se~iring be~rjalan waktu, e~ra digital te~lah me~njadi fonome~na 

yangtak te~re~lakkan se~bagai dampak alami dari ke~majuan 

masyarakat, te~knologi dalam e~ra ini te~lah me~mbawa pe~rubahan 

signifikan pada cara kita be~rinte~raksi, be~ke~rja, dan be~rkomunikasi, 

pe~rubahan ini me~nciptakan be~rbagai ke~butuhan baru yang 

me~me~rlukan re~spons ce~pat te~rmasuk dalam bidang hukum. Se~bagai 

instrume~nt pe~ngaturanhukum juga be~rpe~ran se~bagai fasilator untuk 

me~mastikan pe~rke~mbangan te~knologi me~mbawa manfaat yang 



 

 

me~rata dan adil bagi se~mua kalangan.de~ngan ke~mampuan 

be~radaptasi te~rhadap ke~butuhan masyarakat digital, hukum dapat 

me~lindungi nilai-nilai ke~manusiaan dan ke~adilan social, se~rta 

me~ndukung te~rciptanya masyarakat yang inklusif dan be~rke~adilan. 

Dalam hal ini pe~ngadilan agama bagian salah satu le~mbaga 

pe~radilan di bawah mahkamah agung, pe~ngadilan ini me~nangani 

pe~rkara pe~rdata te~rte~ntu yang di atur dalam undang-undang nomor 

7 tahun 1989 te~ntang pe~ngadilan agama, yang te~lah di ubah de~ngan 

undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009, se~bagai pe~ngadilan tingkat pe~rtama yang 

be~rke~dudukan di kabupate~n/kota di se~luruh indone~sia. (Le~stari 

2021) 

E~-Court hadir se~bagai solusi untuk me~wujudkan 

siste~madministrasi pe~rkara yang mode~rn, profe~sional, transparan, 

akuntabe~l, e~fe~ktif, dan e~fisie~n. Pe~raturan ini me~nandai komitme~n 

Mahkamah Agung Re~publik Indone~sia dalam be~rinovasi se~rta 

me~lakukan re~formasi di bidang pe~radilan guna me~njawab tuntutan 

pe~rke~mbangan te~knologi informasi. (Pe~brianto, Azwar, and Ikhwan 

2021) 

Mahkamah Agung dan le~mbaga pe~radilan di bawahnyate~rus 

be~radaptasi de~ngan pe~rke~mbangan zaman, khususnya dalam 

me~nghadapi e~ra digital, upaya inidilakukan untuk me~mbe~rikan 

layanan hukum yang le~bih mudah diakse~s ole~h para pe~ncari 

ke~adilan tanpa harus hadir se~cara fisik di pe~ngadilan. Dasar hukum 



 

 

dari pe~rubahan ini adalah Pe~raturan Mahkamah Agung  (PE~RMA) 

Nomor 3 Tahun 2018 Te~ntang Administrasi Pe~rkara di Pe~ngadilan 

Se~cara E~le~ktronik, yang me~njadi landasan lahirnya aplikasi E~-

Court. (Re~tnaningsih e~t al. 2020) 

Se~lanjutnya, pada tahun 2019 PE~RMA Nomor 3 Tahun 

2018 dipe~rbarui me~lalui PE~RMA Nomor 1 Tahun 2019 Te~ntang 

Administrasi Pe~rkaradan Pe~rsidangan Se~cara E~le~ktronik atau yang 

dike~nal de~ngan E~- Litigasi. Pe~mbaruan ini me~nginte~grasikan 

te~knologi informasi de~ngan hukum acara, se~hingga prose~s 

pe~rsidangan dapat dilakukan se~cara e~le~ktronik, mulai dari 

pe~ndaftaran pe~rkara, pe~mbayaran biaya pe~rkara, hingga 

pe~laksanaan pe~rsidangan. Pada tahun 2022 aturan ini ke~mbali 

dipe~rbarui de~ngan te ~rbitnya PE~RMA Nomor 7 Tahun2022. 

Pe~mbaruan ini be~rtujuanuntuk me~nye~mpurnakanaturanse~be~lumnya 

de~ngan me~ne~kankan pe~ningkatan e~fisie~nsi, transparansi, dan 

ke~mudahan dalam pe~laksanaan administrasi pe~rkara se~rta 

pe~rsidangan se~cara e~le~ktronik. 

Tujuan pe~ne~rtiban Pe~raturan Mahkamah Agung Nomor 7 

Tahun 2022 te~ntang Administrasi Pe~rkara dan Pe~rsidangan Se~cara 

e~le~ktronik adalah untuk me~ningkatkan e~fisie~nsi dan transparansi 

dalam siste~m pe~radilan. Pe~raturan ini me~mbe~rikan dasar hukum 

yang je~las untuk pe~ne~rapan prose~s pe~radilan yang le~bih ce~pat, 

se~de~rhana, dan te~rjangkau. De~ngan adanya pe~mbaruan dalam 

administrasi dan prose~dur pe~rsidangan, diharapkan masalah hukum 



 

 

dapat dise~le~saikan de~ngan le~bih e~fisie~n dan kurangnya biaya. 

Pe~ngadilan me~lakukan fungsi yang sangat pe~nting dalam 

me~nye~diakan jalur bagi orang-orang yang te~rlibat dalam se~ngke~ta 

hukum, tujuan te~rakhir me~re~ka adalah untuk me~nye~le~saikan 

masalah hukum yang tidak dapat dise~le~saikan me~lalui me~tode~ lain. 

Pe~ngadilan te~rus me~nge~mbangkan siste~m dan prose~durnya, se~iring 

de~ngan pe~rke~mbangan zaman me~nggunakan te~knologi se~pe~rti 

Pe~ngadilan Online~. 

Langkah nyata dari re~formasi te~rse~but adalah pe~ne~rbitan 

Pe~raturan MahkamahAgung (PE~RMA) Nomor 7 Tahun 2022 

Te~ntang Administrasi Pe~rkara dan Pe~rsidangan Se~cara E ~le~ktronik. 

Pe~raturan ini me~nggantikan dan me~nye~mpurnakan re~gulasi 

se~be~lumnya, me~mbe~rikan landasan hukum yang le~bih kuat untuk 

imple~me~ntasi pe~radilan e~le~ktronik me~lalui siste~m E~-Court. Siste~m 

E~- Court me~liputi be~be~rapa layanan utama, yaitu e~-Filing 

(pe~ndaftaran pe~rkara se ~cara e~le~ktronik ), e~-Payme~nt (pe~mbayaran 

biaya pe~rkara e~le~ktronik), e~-Summons (pe~manggilan pihak se~cara 

e~le~ktronik), dan e~-Litigation (pe~rsidangan yang dilakukan se~cara 

online~). De~ngan adanya siste~m ini, diharapkan prose~s pe~radilan 

me~njadi le~bih e~fe~ktif, e~fisie~n, transparan, se~rtamudah diakse~sole~h 

para pe~ncari ke~adilan. (Pe~rma Nomor7 Tahun 2022 Pe~ngadilan 

Ne~ge~ri Sawahlunto n.d.) 

Di Pe~ngadilanAgama Ke~las 1ABalikpapan, imple~me~ntasi 

e~-Court te~lah digunakan se~cara luas, te~rmasuk dalam pe~nanganan 



 

 

pe~rkara pe~rce~raian. Salah satunya ce~rai gugat Be~rdasarkan data 

tahun2024 hingga 24 De~se~mbe~r, te~rcatat 1.672 pe~rkara pe~rce~raian 

te~lah diputus, di mana 1.672 adalah ce~rai gugat. Fe~nome~na ini 

me~nunjukkan bahwa pe~re~mpuan le~bih banyak me~ngajukan gugatan 

ce~rai dibandingkan laki-laki yang me~ngajukan ce~rai talak. Faktor 

e~konomi me~njadi pe~nye~bab utama pe~rce~raian, di mana ke~tidak 

stabilan finansial se~ring kali me~micu konflik dalam rumah tangga, 

Ibu E~ndang Puji Astuti S.H,M.H (Panite~ra Muda Gugatan) 

Pe~ngadilan Agama Ke~las 1A Balikpapan, me~nye~butkan bahwa 

tidak me~ne~ntu pe~rkara yang disidangkan se~tiap hari, de~ngan 

dukungan tiga ruang sidang yang te~rse~dia, be~liau juga me~nje~laskan 

bahwa pe~ngajuan pe~rce~raian kini dapat dilakukan se~cara daring 

me~lalui siste~m e~-Court. Prose~s pe~rce~raian itu se~ndiri me~mbutuhkan 

waktu pe~nye~le~saian yang be~rvariasi, antara 1,5 hingga 3 bulan, 

te~rgantung pada re~spons dan pe~rke~mbangan sidang dari ke~dua 

be~lah pihak. (Balikpapan 2024) 

 

Namun,  pe~ne~rapan sistem e~-Court dilapangan tidak se~lalu 

be~rjalan tanpa hambatan. Be~rbagai ke~ndala masih dite~mukan, 

se~pe~rti ke~sulitan dalam pe~ngunggahan be~rkas e~le~ktronik akibat 

ke~te~rbatasan jaringan inte~rne~t atau kapasitas file~ yang be~sar, 

minimnya pe~mahaman te~knis dari para pe~ngguna, se~rta gangguan 

te~knis pada aplikasi e~-Court itu se~ndiri. Ke~ndala-ke~ndala ini 

be~rpote~nsi me~nghambat e~fe~ktivitas siste~me~-Court yang be~rtujuan 

me~mpe~rmudah prose~s pe~radilan. De~ngan adanya e~-Court te~ntunya 



 

 

me~mbe~rikan ke~mudahan bagi masyarakatuntuk me~ngurus pe~rkara 

se~cara online~ dan diharapkan le~bih e~fe~ktif. Akan te~tapi, proble~m 

lain juga muncul, se~bagaimana yang te~lah dise~butkan di atas, 

apakah de~ngan adanya pe~layanan pe~ngadilan se~cara online~ justru 

me~njadi akse~s mudah masyarakat dalampe~ngurusanpe~rkara 

se~hingga dapat me~njadisatu pe~micu me~ningkatnya angka pe~rkara 

khususnya di Pe~ngadilan Agama Balikpapan. 

 

Be~rdasarkan re ~alitas te~rse~but, dipe~rlukan kajian yang 

me~ndalam me~nge~nai e~fe~ktivitas pe~ne~rapan Administrasi Pe~rkara 

dan Pe~rsidangan Se~cara e~le~ktronik di Pe~ngadilan Agama 

Balikpapan Pe~rma no 7 tahun 2022 , Pe~ne~litian ini be~rtujuan untuk 

me~nganalisis se~jauh mana pe~ne~rapan siste~m e~-Court mampu 

me~ncapai tujuan e~fisie~nsi dan akse~sibilitas, me~ngide~ntifikasi 

ke~ndala yang dihadapi dalam imple~me~ntasinya, se~rta me~nge~valuasi 

langkah-langkah yang diambil ole~h Pe~ngadilan Agama Balikpapan 

dalam me~nangani hambatan te~rse~but. 

Ole~h se~bab itu, pe~nulis te~rtarik untuk me~lakukan pe~ne~litian 

se~cara me~ndalam te~rhadap pe~rmasalahan yang ada di Pe~ngadilan 

Agama Balikpapan de~ngan me~lihat bagaimana e~fe~ktifitas 

pe~ne~rapan E~- court yang be~rkaitan de~ngan administrasi pe~rkara 

dan pe~rsidangan se~cara e~le~ktronik. Se~lanjutnya pe~nulis akan 

me~lakukan pe~ne~litian dan me~ngambil judul “E~fe~ktivitas Pe~ne~rapan 

E~-Court dalam bidang Pe~rkara Ce~rai Gugatdi Pe~ngadilan Agama 

Balikpapan” 



 

 

B. Fokus Penelitian 

 

1. Bagaimana pe~ne~rapan E~-court dalam pe~rkara ce~rai gugat di 

Pe~ngadilan Agama Balikpapan? 

2. Bagaimana e~fe~ktivitas E~-court dalam pe~rkara ce~rai gugat di 

pe~ngadilan Agama Balikpapan? 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk me~nge~tahui bagaimana pe~ne~rapan E ~-court dalam 

Pe~rkara Ce~rai Gugat di Pe~ngadilan Agama Balikpapan. 

2. Untuk me~nganalisis bagaimana e~fe~ktivitas E~-court dalam Pe~rkara 

Ce~rai Gugat di pe~ngadilan Agama Balikpapan. 

D. Kegunaan Penelitian 

 

1. Manfaat Te~oritis 

 

Pe~ne~litian ini diharapkan dapat me~mbe~rikan kontribusi ke~pada 

pe~nulis dan pe~mbaca se~rta dalam me~mpe~rluas pe~mahaman 

te~ntang Pe~radilan Agama dan me~nilai E~fe~ktivitas Pe~ne~rapan 

E~-court. 

2. Manfaat Praktis 

 

Pe~ne~litian ini dapat me~njadi re~fe~re~nsi bagi pe~ne~liti lain yang 

te~rtarik dalam studi me~nge~nai e~fe~ktivitas-e~fe~ktifitas E~-court, 

se~rta me~mbe~rikan pe~rtimbangan bagi masyarakat yang 

be~re~ncana untuk me~njalankan administrasi pe~rkara dan 

pe~rsidangan se~cara e~le~ktronik. 

 

 



 

 

E. Definisi Operasional 

 

1. E~fe~ktivitas 

 

E~fe~ktivitas adalah suatu ukuran yang me~nyatakan se~be~rapa 

jauh targe~t (kualitas, dan waktu) yang te~lah di capai, se~hingga 

de~rajat ke~be~rhasilan 

Yang dapat dicapai dari suatu pe~nde~katan atau usaha te~rte~ntu 

se~suai de~ngan tujuan yang ingin dicapai dapat juga dipahami 

de~ngan istilah e~fe~ktivitas. Jika suatu prose~s produksi me~me~nuhi 

pe~rsyaratan, se~pe~rti me~miliki kapasitas untuk me~mpe~ngaruhi, 

me~ngubah, atau me~nghasilkan hasil, maka prose~s te~rse~but 

dapat dianggap e~fe~ktif. (Fatimatuzzahro 2018) 

2. E~-Court 

 

E~-court adalah layanan bagi pe~ngguna te~rdaftar untuk 

pe~ndaftaran pe~rkara se~cara online~, pe~mbayaran se~cara online~, 

pe~manggilan se~cara online~, pe~manggilan yang dilakukan 

de~ngan saluran e~loktronik, dan pe~rsidangan yang dilakukan 

se~cara e~loktronik. (Agung 2022) 

3. Ce~rai Gugat 

 

Ce~rai gugat adalah prose~s pe~rce~raian yang dilakukan ole~h istri 

te~rhadap suaminya me~laluiPe~ngadilan Agama. Umumnya, 

gugatan inidiajukan kare~na konflik be~rke~panjangan, tidak 

te~rpe~nuhinya ke~wajiban nafkah, adanya ke~ke~rasan dalam 

rumah tangga, atau alasan lain yang diakui se~cara hukum. 

Prose~durnya me~liputi pe~ngajuan gugatan, upaya me~diasi, dan 



 

 

pe~rsidangan hingga hakim me~mbe~rikan ke~putusan. Jika 

dise~tujui, putusan te~rse~but se~cara re~smi me~ngakhiri 

pe~rnikahan.(Rijaya 2021) 

4. Pe~ngadilan Agama 

 

Pe~ngadilan Agama juga me~rupakan salah satu dari 3 

Pe~ngadilan Khusus yang ada di Indone~sia. Dikatakan 

Pe~ngadilan Khusus kare~na Pe~ngadilan Agama me~ngadili 

pe~rkara pe~rdata te~rte~ntu dan me~nyangkut ke~lompok masyarakat 

te~rte~ntu. Dalam struktur organisasi Pe~radilan Agama te~rdapat 

Pe~radilan Agama dan Pe~radilan Tinggi Agama yang 

be~rse~ntuhan langsung de~ngan pe~nye~le~saian pe~rkara pada 

tingkat pe~rtama dan banding se~bagai wujud fungsi ke~kuasaan 

ke~hakiman. Ke~kuasaan ke~hakiman di lingkungan pe~radilan 

agama dilaksanakan ole~h Pe~ngadilan Agama dan Pe~ngadilan 

Tinggi Agama.  

 



 

 

BAB VI 

PE~NUTUP 

A. Kesimpulan  

Be~rdasarkan be~be~rapa uraian di atas, pe~nulis dapat 

me~nyimpulkan be~be~rapa poin :  

1. Se~jak dibe~rlakukannya PE~RMA Nomor 3 Tahun 2018 yang 

ke~mudian dilanjutkan de~ngan PE~RMA Nomor 1 Tahun 2019 

hingga yang te~rbaru dan be~rlaku saat ini, PE~RMA Nomor 7 

Tahun 2022, Pe~ngadilan Agama te~lah me~ne~rapkan e~-Court 

se~jak dike~luarkannya dan dite~tapkannya PE~RMA te~ntang e~-

Court. Se~lain itu, Pe~ngadilan Agama Balikpapan  te~rus 

me~ngikuti pe~rke~mbangan dan pe~rubahan e~-court, mulai dari 

Re~gistrasi Akun, Re~gistrasi Gugatan, Pe~manggilan Para Pihak, 

dan prose~s e~-litigasi hingga putusan dijatuhkan. Walaupun 

se~cara ke~le~mbagaan siste~m e~-court te~lah dite~rapkan se~cara 

te~rstruktur dan se~suai de~ngan pe~raturan yang be~rlaku, hambatan 

yang masih dihadapi adalah minimnya tingkat partisipasi 

masyarakat umum dalam me~manfaatkan layanan ini. Mayoritas 

pe~ngguna e~-Court saat se~bagian be~rasal dari kalangan advokat 

atau kuasa hukum, se~me~ntara para pe~ncari ke~adilan dari 

masyarakat non-profe~sional ce~nde~rung te~tap me~nggunakan 

me~tode~ konve~nsional. Kondisi ini me~nce~rminkan bahwa 

pe~ne~rapan e~-Court be~lum se~pe~nuhnya me~njangkau se~luruh 

lapisan pe~ngguna. Ole~h kare~na itu, dipe~rlukan langkah strate~gis 



 

 

 

be~rupa pe~ningkatan sosialisasi, e~dukasi, se~rta pe~nguatan lite~rasi 

digital di bidang hukum, agar pe~nggunaan e~-Court dapat le~bih 

me~rata dan optimal di masa me~ndatang. 

2. Tingkat e~fe~ktivitas pe~ne~rapan e~-court di Pe~ngadilan Agama 

Balikpapan dapat dikatakan cukup e~fe~ktif, khususnya pada 

aspe~k pe~laksanaan administratif dan ke~siapan aparat pe~radilan. 

Siste~m te~lah be~rjalan se~suai de~ngan ke~te~ntuan dalam PE~RMA 

Nomor 7 Tahun 2022 dan te~lah dite~rapkan ole~h hakim, panite~ra, 

dan pe~tugas PTSP tanpa hambatan te~knis yang be~rarti. 

Hal ini terlihat dari proses pendaftaran perkara yang dapat 

dilakukan secara cepat dan efisien melalui sistem e-Filing, tanpa 

harus menunggu antrean atau datang langsung ke pengadilan. 

Seluruh proses administratif, mulai dari unggah dokumen, 

pembayaran biaya perkara melalui e-Payment, hingga 

penerbitan nomor perkara, dapat diselesaikan dalam waktu yang 

relatif singkat. Dengan adanya sistem digital ini, proses 

pelayanan menjadi lebih terstruktur, transparan, dan 

terdokumentasi dengan baik. Kesiapan aparat pengadilan, 

seperti hakim, panitera, dan petugas PTSP, juga turut 

menunjang efektivitas pelaksanaan sistem e-Court. Mereka telah 

memahami prosedur digitalisasi dengan baik dan mampu 

memberikan pendampingan teknis kepada pengguna sistem, 

khususnya bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan 

mekanisme online. Tidak ditemukan kendala teknis yang 



 

 

 

signifikan dalam pelaksanaan administrasi perkara melalui e-

Court di Pengadilan Agama Balikpapan. Selain itu, sistem e-

Court juga mampu mengurangi beban kerja administrasi manual 

dan meningkatkan kecepatan alur kerja penanganan perkara. 

Pengadilan dapat lebih fokus pada substansi perkara karena 

sebagian besar aspek administratif telah ditangani secara 

elektronik. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kinerja 

lembaga peradilan dan memperkuat kepercayaan publik 

terhadap sistem peradilan berbasis teknologi informasi. Dengan 

demikian, dari aspek pelaksanaan administratif dan dukungan 

aparat peradilan, penerapan e-Court di Pengadilan Agama 

Balikpapan dapat dikategorikan cukup efektif, karena telah 

memenuhi prinsip efisiensi, aksesibilitas, serta modernisasi 

layanan hukum sesuai dengan perkembangan zaman. 

B. Saran 

Be~rdasarkan ke~simpulan diatas maka pe~ne~liti me~mbe~rikan 

saran se~bagai be~rikut : 

1. Pe~ngadilan Agama Balikpapan me~me~gang pe~ranan pe~nting 

dalam me~mastikan te~rlaksananya siste~m e~-Court se~cara e~fe~ktif. 

Untuk me~ndukung hal te~rse~but, dipe~rlukan tindakan yang le~bih 

konkre~t, se~pe~rti me~lakukan sosialisasi dan e~dukasi publik se~cara 

be~rkala, agar masyarakat se~makin me~nyadari manfaat dan 

ke~mudahan pe~nggunaan e~-Court. De~ngan se~makin 

me~ningkatnya ke~sadaran masyarakat, diharapkan se~makin 



 

 

 

banyak pula masyarakat yang te~rge~rak untuk me~manfaatkan 

layanan ini, se~hingga tujuan utama dari siste~m e~-court dapat 

te~rwujud. 

2. Para pe~ncari ke~adilan diharapkan dapat mulai me~manfaatkan 

layanan e~-Court, khususnya e~-Filing, untuk me~mpe~rce~pat 

prose~s pe~ndaftaran pe~rkara tanpa harus datang ke~ pe~ngadilan. 

Hal ini se~jalan de~ngan prinsip pe~radilan yang se~de~rhana, ce~pat, 

dan be~rbiaya ringan. Masyarakat juga diimbau untuk le~bih aktif 

dalam me~ncari informasi atau me~minta pe~ndampingan ke~pada 

pe~tugas apabila me~ngalami ke~ndala dalam pe~nggunaan siste~m 

te~rse~but. 
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